PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA LAKUKAN PENATAAN TIGA
KAWASAN KUMUH DI BANTARAN SUNGAI

Sumber gambar: https.//joglojateng.com

Isi Berita:
KOTA, Joglo Jogja — Pemerintah Kota (Pemkot) akan melakukan penataan tiga kawasan
kumuh yang berada di bantaran sungai. Rencana tersebut bertujuan agar kampung-

kampung yang ada di wilayah sekitar sungai menjadi nyaman dan layak huni.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Sigit Setiawan
mengatakan, Kota Yogyakarta setiap tahun berupaya mengurangi kawasan kumuh. Tahun
ini ada tiga wilayah kawasan kumuh yang akan dilakukan penataan permukiman seperti
membuat talut, jalan lingkungan, saluran air hujan dan sanitasi. “Penataan kawasan
kumuh tahun ini di Terban, Prenggan, dan Pringgokusuman,” ungkapnya, beberapa waktu

lalu.

Penataan kawasan kumuh di Terban wilayah RW 1 timur Jembatan Sardjito akan
dilakukan penataan permukiman, talut, jalan inspeksi atau lingkungan, saluran air hujan
dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. Penataan itu menggunakan dana
APBN dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp4 miliar dan APBD sekitar Rp8 miliar.
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“Penataan ini masuk program penataan permukiman kumuh terpadu. Makanya masuk
semua dari dana pusat dan APBD keroyokan, sehingga langsung terlihat hasilnya,”
paparnya.

Konsep penataan kumuh di Terban dilakukan dengan cara menata bagan-bagan tanah
yang selama ini tersebar tak beraturan digeser menjauh dari sungai. Lalu dibangun rumah
deret. “Rumahnya dirobohkan semua, nanti dibangun baru. Dengan metode konsolidasi
atau peremajaan itu kami punya tagline penataan Mahananni, yaitu perumahan dan
permukiman layak huni. Diharapkan dengan perumahan dan permukiman layak huni

menyebabkan kampung menjadi lebih nyaman,” tambahnya.

Nantinya rumah warga terdampak akan dibangun lagi dengan luasan yang sama seperti
sebelumnya tapi dengan dua lantai. Misalnya sebelumnya luas tanahnya 60 meter persegi,
maka setelah penataan mendapat 30 persegi dengan bangunan rumah dua lantai, sehingga
luasannya tetap sama. Sisa lahan akan digunakan untuk hunian bagi warga, yang
sebelumnya rumahnya mepet sungai. “Tahapan penataan kawasan kumuh di Terban
sudah mulai pembongkaran rumah warga. Ada biaya kos (untuk tempat tinggal
sementara) Rp500 ribu per bulan selama enam bulan,” tuturnya.

Sementara itu, penataan kawasan kumuh di Prenggan wilayah RW 1 berupa
pembangunan sanitasi. Penataan tersebut menggunakan dana APBD sekitar Rp1 miliar
dengan konsep penataan kawasan memundurkan permukiman sekitar 3 meter, tapi untuk
saat ini penataan belum menyentuh permukiman. Sedangkan untuk penataan kawasan
kumuh di Pringgokusuman berupa penataan permukiman dengan dana sekitar Rp1,5
miliar dan sanitasi Rp1,25 miliar. Penataan juga dilakukan dengan konsolidasi tanah
dengan menata bagan-bagan tanah. “Yang Pringgokusuman tahapan pekerjaan, baru
kontrak (paket pekerjaan) awal Mei ini. Permukiman warga di bantaran sungai yang ditata
itu, untuk Pringgokusuman dan Terban tanahnya semua Sultan Ground,”
pungkasnya. (riz/abd)

Sumber Berita:

1. joglojateng.com, Pemkot Yogyakarta Lakukan Penataan Tiga Kawasan Kumuh Di
Bantaran Sungai, 14 Mei 2024.

2. harianjogja.com, Kawasan Kumuh Terban, Prenggan dan Pringgokusuman Ditata
Tahun Ini, 11 Mei 2024.

3. rejogja.republika.co.id, Tahun Ini, Penataan Kawasan Kumuh di Yogyakarta Sasar
Tiga Wilayah, 08 Mei 2024.

[Catatan Berita UIDIH BPK DIY/Ilmia Dewianalisna] [2]



4. beritajogja.com, Penataan Kawasan Kumuh di Kota Yogya Sasar Tiga Wilayah. Ini

Rinciannya!, 7 Mei 2024.

5. goindonesia.co, Penataan Kawasan Kumuh di Kota Yogya Sasar Tiga Wilayah, 7 Mei

2024.

Catatan:
» Informasi yang terkait dengan pemberitaan di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024, Penanganan kawasan kumuh kembali menjadi salah satu
rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta sebagaimana
dijabarkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2. Penataan kawasan kumuh menyasar tiga wilayah yaitu; Terban, Prenggan, dan
Pringgokusuman yang meliputi penataan permukiman, talut, jalan lingkungan,
saluran air hujan dan sanitasi, terutama di wilayah bantaran sungai.

3. Pendanaan penataan kawasan kumuh menggunakan dana APBN yaitu Dana
Alokasi Khusus (DAK) sebesar sekitar Rp4 miliar dan APBD sekitar Rp8 miliar.

» Peraturan Terkait:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja:

a. Pasal I:

1) angka 1: Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan
sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan,
penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan,
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem
pembiayaan, serta peran masyarakat.

2) angka 13: Permukiman kumuh adalah Permukiman kumuh adalah
permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan,
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta
sarana dan prasarana yang tidak memenubhi syarat.

3) angka 14: Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

4) angka 19: Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang
berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran
pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang
dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Catatan Berita UIDIH BPK DIY/Ilmia Dewianalisna] [3]



b. Pasal 4: Ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman meliputi:

h.

1.

j.

e oo o

Pembinaan;

Tugas dan wewenang;

Penyelenggaraan perumahan;

Penyelenggaraan kawasan permukiman;

Pemeliharaan dan perbaikan;

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumubh;

Penyediaan tanah;

Pendanaan dan pembiayaan;

Hak dan kewajiban; dan

Peran masyarakat.

c. Pasal 17: Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai

wewenang:

a.

menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan
permukiman pada tingkat provinsi;

menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang
perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan
kawasan permukiman pada tingkat provinsi;

melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan
perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka
mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum
dalam bermukim,;

mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang
ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang
mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan
perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang
perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat
provinsi;

memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh pada tingkat provinsi;
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mengoordinasikan  pencadangan atau penyediaan tanah untuk
pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat
provinsi,

menetapkan  kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan
berpedoman pada kebijakan nasional; dan

memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi
dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman.

d. Pasal 18: Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan

mempunyai wewenang:

a.

menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan
permukiman pada tingkat kabupaten/kota;

menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang
perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota
bersama DPRD;

memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan
kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;

melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan
serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman pada tingkat kabupaten/kota;

mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan
dan permukiman bagi MBR;

menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR
pada tingkat kabupaten/kota;

memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kota antara pemerintah
kabupaten/kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman;

menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan
kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota; dan
memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota.

e. Pasal 119: Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan,

permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan berasal dari:

a.
b.

anggaran pendapatan dan belanja negara;

anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
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c. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

a. Pasal 1:

1) angka 1: Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak
dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras
berdasarkan undang-undang.

2) angka 8: Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah unluk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.

3) angka 72: Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah
bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai
program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas
nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang
penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

b. Pasal 3: Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah meliputi:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
didanai dari dan atas beban APBD; dan

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.

c. Pasal 131:

1) ayat (1): DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk
mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
a. mencapai prioritas nasional,

. mempercepat pembangunan Daerah;

b

c. mengurangi kesenjangan layanan publik;

d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
e

mendukung operasionalisasi layanan publik.
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2) ayat (2): Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada:

a. rencana pembangu.nan jangka menengah nasional;

b. rencana kerja pemerintah;

c. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
d. arahan Presiden; dan

e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) ayat (3): DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung
pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik
Daerah;

b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi
layanan publik Daerah; dan

c. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung
pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang
didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

4) ayat (4): Perencanaan dan pengalokasian DAK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya.

5) ayat (5): DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap
tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan
Keuangan Negara.

6) ayat (6): DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk
mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

a. Pasal 2;

1) ayat (1): Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan
yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

2) ayat (3): Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan
dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

3) ayat (4): Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:

a. pendidikan; q. kebudayaan dan pariwisata;
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b. kesehatan;

c. pekerjaan umum;

d. perumahan;

kepemudaan dan olah raga;
kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri,

otonomi daerah, pemerintahan

umum, administrasi

€. penataan ruang; u. pemberdayaan masyarakat dan
desa;

f. perencanaan pembangunan; v. statistik;

g. perhubungan; w. kearsipan;

h. lingkungan hidup; X. perpustakaan;

1. pertanahan; y. komunikasi dan informatika;

J.  kependudukan dan catatan z. pertanian  dan  ketahanan
sipil; pangan;

k. pemberdayaan perempuan aa. kehutanan,;
dan perlindungan anak;

l. keluarga Dberencana dan bb. energi dan sumber daya
keluarga sejahtera; mineral;

m. sosial; cc. kelautan dan perikanan;

n. ketenagakerjaan dan dd. perdagangan; dan
ketransmigrasian;
0. koperasi dan usaha kecil dan ee. perindustrian.
menengah;
p. penanaman modal;
b. Pasal 6:

1) ayat (1): Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang
berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.

2) ayat(2): Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas urusan wajib dan urusan pilihan.

c. Pasal 7:

1) ayat (1): Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota,
berkaitan dengan pelayanan dasar.

2) ayat (2): Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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a. pendidikan; . pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

b. kesehatan; . keluarga berencana dan
keluarga sejahtera;

c. lingkungan hidup; . perhubungan;

d. pekerjaan umum; . komunikasi dan informatika;

€. penataan ruang; pertanahan;

f. perencanaan pembangunan; kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri;

g. perumahan; t. otonomi daerah,
pemerintahan umum,
administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah,
kepegawaian, dan
persandian;

h. kepemudaan dan olahraga; u. pemberdayaan masyarakat
dan desa;

1. penanaman modal, v. sosial;

j. koperasi dan usaha kecil dan w. kebudayaan

menengah;

k. kependudukan dan catatan X. statistik;

sipil;

. ketenagakerjaan; y. kearsipan; dan
m. ketahanan pangan; z. perpustakaan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
a. Pasal I:

1) angka 1: Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah
kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian,
termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan
sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan
terpadu.

2) angka 2: Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan

sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan,
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penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan,
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem
pembiayaan, serta peran masyarakat.

3) angka 3: Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di
luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

4) angka 5: Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri
atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana,
utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di
kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

5) angka 6: Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan
prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan
rumah yang layak huni.

6) angka 21: Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

7) angka 22: Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni
karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang
tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak
memenuhi syarat.

8) angka 29: Pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman adalah
suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan Kawasan Permukiman
sesuai dengan RKP melalui pelaksanaan konstruksi.

b. Pasal 20 ayat (4): Pembangunan Perumahan untuk peningkatan kualitas
Perumahan dilaksanakan melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap
perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta penurunan kualitas
lingkungan.

c. Pasal 76:

1) ayat (2): Pembangunan Lingkungan Hunian perkotaan termasuk tempat
kegiatan pendukung perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pelaksanaan:

a. pengembangan LingkunganHunian;
b. pembangunan Lingkungan Hunian baru; dan/atau

c. pembangunan kembali Lingkungan Hunian.
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2) ayat (3): Pengembangan Lingkungan Hunian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a mencakup:

a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian perkotaan;

b. peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perkotaan;

c. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan yang mendukung
pengembangan kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas;

d. peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
lingkunan hunian perkotaan;

e. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumubh;

f. pengembangan Permukiman perkotaan yang berbasis pemberdayaan
masyarakat; dan

g. pengembangan tempat pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial,
dan kegiatan ekonomi.

d. Pasal 102: Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan
berkembangnya perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta untuk
menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan Permukiman.

e. Pasal 107 ayat (2): identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas tanah; dan
c. pertimbangan lain.

f. Pasal 108:

1) ayat (1): kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107

ayat(2) huruf a dilakukan berdasarkan kriteria kekumuhan yang ditinjau

dari:

a. bangunan gedung;

b. jalan lingkungan;

c. penyediaan air minum;

d. drainase lingkungan;

e. pengelolaan air limbah;

f. pengelolaan persampahan; dan/atau
g. proteksi kebakaran

2) ayat (2): Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:

a. ketidakteraturan bangunan;
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b. tingkat kepadatan bangunan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang; dan/atau
c. kualitas bangunan yang tidak memenubhi syarat.
3) ayat (3): Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan
perumahan atau permukimin; dan/atau
b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
4) ayat (4): Kriteria kekumuhan ditinjau dar ipenyediaan air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mencakup:
a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
5) Ayat (5): Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
a. drainase lingkungan tidak tersedia;
b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
sehingga menimbulkan genangan; dan/ atau
c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
6) ayat (6): Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) truruf e mencakup:
a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis;
dan/atau
b. Prasarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
7) ayat (7): Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mencakup:
a. Prasarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
8) Kiriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup:
a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
g. Pasal 112:
1) ayat (1): Peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh dilakukan dengan pola-pola penanganan:
a. pemugaran;
b. peremajaan; atau

c. pemukiman kembali.
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2) ayat (2): Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a
dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan
Kumuh dan permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan permukiman
yang layak huni.

3) ayat (3): Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dilakukan untuk mewujudkan kondisi
Rumah, perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi
keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

4) ayat (4): Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap
bangunan dan prasarana pendukungnya

5) ayat (5): Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan
dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi
masyarakat terdampak.

6) ayat (6): Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman
kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
b. kondisi ekologis lokasi; dan
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.

7) ayat (7): Peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dilakukan
oleh pemerintah dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
dengan melibatkan peran masyarakat.

h. Pasal 113: Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat

(f) diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan
status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah
peremajaan;

b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan
status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah
pemukiman kembali;

c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status
tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; dan

d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan status tanah
ilegal, maka pola penanganan yang yang dilakukan adalah pemukiman

kembali.
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i. Pasal 116: Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) terdiri
atas:

a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

j. Pasal 120:

1) ayat (1): Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
116 huruf b merupakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan
Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

2) ayat (2): Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah:

a. Pasal I:

1) angka 4: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

2) angka 12: Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Pasal 24 ayat (1): Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam
bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

c. Pasal 35:

1) ayat (1): Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(2) huruf a terdiri atas:

a. Dana Transfer Umum; dan
b. Dana Transfer Khusus.

2) ayat (3): Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri atas:

a. DAK Fisik; dan
b. DAK Non Fisik.

d. Pasal 38: Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk
mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 49:
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1) ayat (1): Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

2) ayat (2): Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perLrndang-undangan.

3) ayat (3): Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

4) ayat (4): Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

f. Pasal 51 ayat (7): Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program,
Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.

g. Pasal 52: Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang
diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:

pelayanan umum;

ketertiban dan keamanan;

ekonomi;

perlindungan lingkungan hidup;

perumahan dan fasilitas umum;

kesehatan;

pariwisata;

0@ ™o a0 ow

pendidikan; dan
1. perlindungan sosial.

h. Pasal 54 ayat (1): Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) disesuaikan dengan Urusan
Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah

a. Pasal 1:

1) angka 4: Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah
bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai

program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas
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nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang
penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

2) angka 5: Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK
Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung
pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah
dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan
daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong
pertumbuhan perekonomian daerah.

3) angka 6: Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK
Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu
operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah
ditentukan oleh pemerintah pusat.

b. Pasal 31:

1) ayat(1): DAK terdiri dari:

a. DAK Fisik;
b. DAK Nonfisik; dan
c. Hibah kepada Daerah.

2) ayat (2): DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan untuk mendukung pembangunan/ pengadaan sarana prasarana
layanan publik di Daerah.

c. Pasal 44: Rincian alokasi:

a. DAK Fisik per bidang/subbidang per Daerah;

b. DAK Nonfisik perjenis per Daerah; dan

c. Alokasi hibah kepada Daerah per jenis per Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dalam Peraturan Presiden

mengenai rincian APBN.

d. Pasal 66:

1) ayat (1): Penggunaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
dilaksanakan sesuai petunjuk teknis DAK Fisik.

2) ayat (2): Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Peraturan Presiden.

3) ayat (3): Pemerintah Daerah dapat menggunakan alokasi per jenis per
bidang/ subbidang/ tema DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang.

4) ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana dan rincian
kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan Menteri.
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7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor
02/Prt/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumubh:

a. Pasal 1:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

angka 3: Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri
atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana,
utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di
kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

angka (4): Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah
kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian,
termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan
sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan
terpadu.

angka 5: Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

angka 6: Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni
karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang
tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak
memenuhi syarat.

angka 7: Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas
bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.

angka 11: Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari
tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
baru.

angka 12: Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan
dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap
laik fungsi.

angka 13: Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan
perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk
sebagian aspek tata bangunan.

angka 14: Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan
dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi

perumahan dan permukiman yang layak huni.

10)angka 15: Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan

mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan

utilitas umum perumahan dan permukiman.
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b. Pasal 4:

1) ayat (1): Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan
kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada
perumahan kumuh dan permukiman kumubh.

2) ayat (2): Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

bangunan gedung;
jalan lingkungan;
penyediaan air minum,;
drainase lingkungan;

pengelolaan air limbah;

e Ao oo

pengelolaan persampahan; dan
g. proteksi kebakaran.
c. Pasal 5 ayat (1): Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mencakup:
a. ketidakteraturan bangunan;
b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan
ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
d. Pasal 7 ayat (1): Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mencakup:
a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan
atau permukiman; dan/atau
b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
e. Pasal 8 ayat (1): Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf ¢ mencakup:
a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar
yang berlaku.
f. Pasal 9 ayat (1): Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mencakup:
a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
sehingga menimbulkan genangan;
b. ketidaktersediaan drainase;
c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di

dalamnya; dan/atau
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e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

g. Pasal 10 ayat (1): Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mencakup:

a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang
berlaku; dan/atau

b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak

¢. memenuhi persyaratan teknis.

h. Pasal 11 ayat (1): Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f mencakup:

a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;

b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis;
dan/atau

c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber
air bersih, tanah maupun jaringan drainase.

i. Pasal 13:

1) ayat (1): Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan
pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan
letak lokasi secara geografis

2) ayat (2): Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

di atas air;
di tepi air;

di dataran rendah;

/e e oop

di perbukitan; dan
e. di daerah rawan bencana.

j. Pasal 15 ayat (1): Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

k. Pasal 26:

1) ayat (1): Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang
manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

2) ayat (2): Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas

tanah.
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3) ayat (4): Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. pemugaran;
b. peremajaan; atau
c. pemukiman kembali.

4) ayat (6): Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

. Pasal 27: Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(2) diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status
tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;

b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status
tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman
kembali;

c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status
tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;

d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status
tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman
kembali;

e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status
tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;

f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status
tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman
kembali.

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
a. Pasal 14:

1) ayat (1): Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan
pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan
letak lokasi secara geografis.

2) ayat (2): Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan
permukiman kumubh:

a. di tepi sungai/selokan;
b. di dataran; dan
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c. di daerah rawan bencana.
b. Pasal 28:
1) ayat (1): Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
huruf ¢ merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat

teknis berupa:
a. fisik; dan
b. non-fisik.

2) ayat (2): Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi:

a. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan bangunan;

b. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan jalan lingkungan;

c. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan drainase lingkungan;

d. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air
minum;

e. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air
limbah; dan/atau

f. fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana
persampahan.

3) ayat (3): Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. fasilitasi penyusunan perencanaan;

b. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;

c. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau

d. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan swasta.

c. Pasal 31: Pemerintah Daerah menetapkan lokasi dan menyusun perencanaan
penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

d. Pasal 32: Pemerintah Daerah menyusun pola penanganan terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan penetapan lokasi dan
perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk
mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara
berkelanjutan.

e. Pasal 33:

1) ayat (1): Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dengan melibatkan peran masyarakat.

2) ayat (2): Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
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kondisi kekumuhan;

a
b. aspek legalitas lahan;
c. tipologi; dan
d. pertimbangan lain.

3) ayat (3): Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
proses:

a. identifikasi lokasi; dan
b. penilaian lokasi.

f. Pasal 41:

1) ayat(1): Penetapan lokasi berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas
lahan, dan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf
a sampai dengan huruf c digunakan sebagai pertimbangan dalam
menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman
kumubh.

2) ayat (2): Penetapan lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d digunakan sebagai
dasar penentuan prioritas penanganan.

g. Pasal 43:

1) ayat (1): Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam
bentuk Keputusan Walikota berdasarkan hasil penilaian lokasi.

2) ayat (2) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat setempat.

h. Pasal 45: Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penanganan berdasarkan
penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan
melibatkan masyarakat.

1. Pasal 47:

1) ayat (1): Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi
kekumuhan dan legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (1) meliputi:

a. pemugaran;
b. peremajaan; dan
c. pemukiman kembali.

2) ayat (2): Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman
kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
a. hak keperdataan masyarakat terdampak;

b. kondisi ekologis lokasi; dan
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c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
3) ayat (3): Pola Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.

j. Pasal 48: Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
ditentukan sebagai berikut:

a. Peremajaan jika status lahan legal dengan klasifikasi kekumuhan sebagai
berikut:
1. berat; atau
2. sedang;
b. Pemukiman kembali jika status lahan illegal dengan klasifikasi
kekumuhan sebagai berikut:
1. berat;
2. sedang; atau
3. ringan;
c. pemugaran jika status lahan legal dengan klasifikasi kekumuhan ringan.

k. Pasal 50 ayat (1): Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali
perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak
huni.

1. Pasal 52 ayat (1): Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh
terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.

m. Pasal 57:

1) ayat (1): Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan prasarana, sarana,
dan utilitas umum melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

2) ayat (2): Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melibatkan peran serta:
a. masyarakat;
b. lembaga swadaya masyarakat;
c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
d. badan hukum.

n. Pasal 58:

1) ayat (1): Pemerintah Daerah melakukan perbaikan prasarana, sarana, dan
utilitas umum melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

2) ayat (2): Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melibatkan peran serta:

a. masyarakat;
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b. lembaga swadaya masyarakat;

c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau

d. badan hukum

0. Pasal 61:

1) ayat (1): Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta.

2) ayat (2): Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi Daerah dalam
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta dan nasional;

b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh
dan permukiman kumuh kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Pemerintah;

c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di Daerah dengan rencana
pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan nasional; dan

d. melakukan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk
pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman

kumuh.
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